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3UPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 7 TAHUN 2021.

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPANRINCIAN DANA DESA SETIAP

DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN R...<\HMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Perubaban Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Bupati menetapkan Dana desa untuk
setiap Desa diwilayahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nemer '74, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Repuh1ik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7 Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pernerintah Nom.or 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun :2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019
[Lembaran Hegara Republik Indonesia Tahun 2019
Nemer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber clari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Rcpuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaim.ana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 2016
NOIl1or 57, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomoi"5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

6. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor
83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nornor 120 Tabun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukurn Daerah (Berita Negara. Republik Indonesia
Tahun 2018 Hornor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
20] 8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
6:];;

8. Peratuxan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/:2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomoi"1641);

9. Peraruran Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal can Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pernberdayaan Masyarakat
DesQ (Berita Negara Republik Indonesia Ta.hun 2020
Nomor 1633);

11. Pera Turan Menter! Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17jFmk.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer
Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Panderni
Corona Virus Disease2019 (Covid-19) Dan
Dampaknyailserita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor l49};

12. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-
1jPK/2021 Tentang Perccpatan Penyaluran Dana Desa
Untuk Mendukung Penanganan Corona Virus Disease
2019,'

13. Surat Edaran Direktorat .Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nomor SE-2jPK/2021 Tentang Penyesuaian
Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana
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Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan
Pandemi CoronaVirus Disease 2019;

~.4. Intruksi Meriteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan
Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus
Desease 2019 di Tingkat Desa d.an Kelurahan untuk
Perigendalian Penyebaran. CoronaVirus Desease 2019;

15. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggu.naan Dana
Desa Tabun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan
.Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa

16. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan Atas Surat
Edaran Direktur .Jenderal Perirnbangan Keuangan
Norucr SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian
Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan
Pandcrm Corona Virus Disease 2019;

17. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Nornor 9 Tahun 2021 Tentang ketentuan Pembentukan
Pos Kamando(POSKO) Penanganan Corona Virus
Desease 2019 (COVID-19j Dalam Rangka
Mernberlakukan Pernbatasan Kegiatan Masyarakat Di
Tingkat Desai Kelurahan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4
Tahun 2020 Tentang Penetapan Desa Dalam
Wilayah Adrninistrasi Kabupaten Konawe Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2020 Nomor 240);

19. Perat.uran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1
Tabun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun. Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPANRINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATENKONAWETAHUNANGGARAN2021.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sietem pemerintahan Negara Kesatuan
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Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan

Belanja Negara yang diperuritukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk rnembiayai penyelenggaraan pemer.intahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

3. Pernerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Perneriritahan
Desa.

4. Jumlah Desa adalah jurnlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

(1) Jumlah Desa adalah jumlah Desa dalam Wilayah Administrasi
Perneriritah Daerah Kabupaten Konawe.

(2) .Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 291
Desa.

BABII
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasa13

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran
2021 dialckasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. AlokasiDasar;
b. AlokasiAfirmasi;
c. Alokasi Formula; dan
d. Alokasi Kinerja.

Pasa14

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
dimtung oerdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang
dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah
penduduk sebagaimana telah ditetapka.n dalam lampiran Peraturan
Presidcn Nomor 112 Tahun 2020 tentang Rincia.nAnggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Ar:ggaran 2021.

Pasa15

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
memilikijurnlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi aflrmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung berdasarkan kctentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
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Pasal6

Alokasi formula sebagairnana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dihitung
berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa,
luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa yang
bersumber dari kementerian yang berwenang dan Zatau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa scbagaimana dimaksud pada
Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AF Desa = {(O,lO * Zl) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 ,\-Z4)} * AF

Kab/Kota

= Alokasi Formula setiap Desa
= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa Daerah Kabupaten Konawe
= rasio jurnlah penduduk miskin setiap Desa terhadap

total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten
Konawe

23 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas
wilayah Desa Daerah Kabupaten Konawe

24 = rasio IKG setiap Desa tcrhadap IKG Desa Daerah
Kabupaten Konawe

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Konawe

Keterangan:
AF Desa
21

22

Pasal 8

Indeks kesulitan gcografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian
yang berwenang dan Zatau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang statistik.

Pasal9

Alokasi kinerja sebagaimana dirnaksud pada Pasal 3 huruf d, dibagi
kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan
desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan
capaian hasil (outcomej pernbangurvan desa.

Pasal 10

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desu dengan bobot 35%.



, ,.. .,, ,

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa dan nomor Rekening Kas Desa (RKD)
untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkcm dari Peraturan Bupati Konawe ini.

BABII!
PE~YALURANDANA DESA

Pasal 12

(2)

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa
(RKD)melalui Rekening Kas Umurn Daerah (RKUD).
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
lakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. Tahap I sebesar 40:>/0 (empat puluh persen] dari pagu Dana

Desa setiap desa, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat
bulan .Januari.

2. Kebutuhan Dana Desa
sampai dengan bulan
untuk bulan kesatu dan

(1)

berkenaan untuk
kelirna.

b. Tahap II sebesar ~fO%

untuk BLT Desa bulan kesatu
kelima paling cepat bulan J anuari
paling cepat masing-masing bulan
kedua sampai dengan bulanbulan

(ernpat puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa rI.ikure..ngi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan keenam sarnpai dengan oulan kesepuluh paling cepat
bulan Maret.

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam
sampai dcngan bulan kesepuluh paling ccpat bulan Juni
untuk bulan keenam dan paling cepat masina-masinz bulan
berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesepuluh.

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen] dari pagu Dana Desa setiap Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat
hulan Juni.

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas
sampai der.gan bulan kedua belas paling cepat bulan
November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir
bulan November bulan kedua. belas.

(3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke
Rekening Kas Desa (RKj)) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
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kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD dilaksanakan,
dengan ketentuan sete1ah Bupati menerima:
1. Peraturan Desa ten tang Angggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) dari Kepala Desa.
2. Peraturan Desa tentang Daftar Jumlah Keluarga Penerima

Manfaat BLl' Desa.
(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUD ke RKD

dilaksariakan, dengan ketentuan setelah Bupati menerima:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

Tahun Anggara sebelumnya dari Kepala Desa.
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

Tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling
scdikit sehesar 50% (lima puluh per sen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dad Dana Desa Tahap I yang telah
disalurkan.

3. Peraturan Kepala Deea rnengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan tidak terdapat keluarga penenma manfaat BLT
Desa.

4. Berita aC'aru komfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif SISa
Dana Desa TahHn Anggaran 21)1;) sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa.

5. Laporan realisasi jurnlah : keluarga penerima manfaat BLT
Dcsa bulan sebelumnya.

(6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dari RKUD ke RKD
d\laksanakan, dengan ketentuan setelah Bupati menerima:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan cahap II menunjukan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen)
dan rata-r ata capaian keluaran menunjukan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh . puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II
yang telah diaahrrkari.

2. Laporan convergensi pencegahan stunting tingkat Desa
Tahun Anggaran sebe.umnya.

3. Laporan realisasi jumlah keluarza penerima manfaat BLT
Desa bulan sebelumnya.

(7) Laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) angka 3 (tiga),
disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan
Desember.

(8) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7)

(9) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari
seluruh kegiatan.



, ...,
, ,
., .

(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebgaimana dimakeud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan,
uraian OUtput, volume output, cara pengadaan, dan capaian
output.

(11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada
peraturan yang diterbitkan oieh kementeriarr/Iembaga terkait.

(12) Dalam melaksanakan Pencairan atau Penarikan Dana Desa pada
Kantor Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Konawe, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf c harus di sertai dengan Surat
Perrnintaan Pembayaran (SPP).

BAB[V
PCNGU\JNAANDANADESA

Pasal 13

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prmsip :
a. Kemanusiaan;
b. Keadilan;
c. Kebhinekaan:
d. Keseimbangan alam; dan
e. Kepentingan nasicnal.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa
berdasarkan kewenangan Desa.

(3) Prloritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diarahkan untuk program danj'atau kegiatan percepatan
pencapaian SDGs Desa melalu:
a. Pemulihan ekonorni nasional sesuai kewenangan Desa;
b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Dcsa; dan
c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

(4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan
Detsa Berclaesar'kari Ha.k Asal Us'ul dan Kcwcnangan Lokal Ber-elcede,
Desa.

Pasal 14

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional
sesuai keweriangan Desa dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

a. Pembentukan, pengernbangan, dan revitalisasi badan usaha
milik DesaZbadan usaha milik Dcsa bersama untuk
pertumbuhan ekonomi Desa merata;

b. Penyediaan Iistrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi
Lersih dan terbarukan; dan

c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan
dikelola dalam usaha milik Desai badan usaha milik Desa
bersama untuk mewujudkan konsumsi dan prcduksi Desa
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sadar lingkungan.
(2) Penggunaan Dona Dcsa untuk program prioritas nasional sesuai

kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat
(3) huruf b di prioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa :
a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai
upaya rnemperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;

b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa
rnerata;

c. Fenguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di
Desa untuk rnewujuckan Desa tanpa kelaparan; dan

d. Desa inklusif untuk rneningkatkan keterlibatan perempuan
Desa, Desa darnai berkeadilan, serta mewujudkan kelernbagaan
Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (3) huruf c
diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
a. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera mela.lui Desa Arnan

COVID-19; dan
b. Mewujudkan. Desa tanpa kerniskinan rnelalui Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa.
(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagairnana dimaksud

pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Pengunaan Dana Desa sebagaimana Pasal 14 aya.t (3) huruf a,
termasuk didalamnya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat Berbasrs MUcro dan Pelaksanaan Posko Penanganan
Corona Virus Desease 2019 (CQvID-19)

(2) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana ayat(1} Belanja Desa yang

bersurnber dari Dana Desa ditentukan Penggunaanya (emarked) paling
sedikit sebesar 8% (Delapan Persen) dari pagu Dana Desa setiap desa
untuk mernberikan dukungan pendanaan dalarn penanganan Panderni
Virus Corona Desease 2019(COVID-19} terrnasuk Pernberlakuan
Pernbatasan Kcgja ta n Ma sya ra k a r (PPKM} Mikro di desa.

(3) Besarar, paling sedikit 8'Yo (Delapan Persen] dari pagu Dana Desa
sebagaimana dimaksud ayat(2), di luar dan tidak termasuk pcndanaan

untuk BLTDesa.

(4) Dukungan pendanaan dalam penangana Pandemi Virus Corona

Desease (COVID-19) yang bereurnber dari Dana Desa paling sedikit 8%

(delapan persen) dari pagu Dana Desa merupakan perkalian antara
besaran persentase dari pagu Dana Desa untuk setiap desa.

(5) Dalam hal pemenuhan dukungan pendanaan dalam penanganan



Pandemi Virus Corona Desease (COVID-19) yang bersumber dari Dana

Desa melebihi dari 8% (delapan persen)dari pagu Dana Desa setiap

desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan eli desa dapat mengunakan

Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan diluar dari kebutuhan
pendanaan BLTdesa.

Pasal 16

(1) Penanganan pandemi COVID- 19 dilakukan melalui Pos Komando
(Posko) penanganan panderni COVID-19di desa atau Pos Jaga desa.

(2) (Posko penanganan pandemi COVID-19 atau Pos Jaga sebagaimana
ayat(1), merniliki fungsi:
a. Pencegahan;

b. Penanganan;

c. Pembinaan; dan

d. Pendukung Pelaksanaan Penanganan COVID-19di tingkat desa.
(3) Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19termasuk pelaksanaan

PPKMMikrc di desa, rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh desa
mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Ketentuan yang

telah ditetapkan oleh Kernenterian Dalam Negeri dan ketentuan dari

Satuan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019

(COVID-19)

Pasa117

(1) Dalarn rangka percepatan Penyelenggaraan Posko Desa sebagaiamana
pasal 16 ayat(3) maka Kepala Desa segera menetapkan dengan
Peraturan Kepala Desa.

(2) Membentuk dan rner.etaokan Tim Posko Desa dengan Keputusan
Kepala Desa.

(3) Untuk lccbcrle.njtrtar; pcle.keene.ari P03ko Dcea eebe.gairnarra ayat(l),

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar
dalam pernbinaan sosial dan bersifat edukatif sesuai dengan

kewenangan desa dan kearifan lokal desa dalam rangka penegakan

disiplin protokol kesehatan.
(4) Dalam penyelenggaraan Posko Desa sebagaimana ayat(3) desa

didukung oleh Bhabinkamtibmas, Babinso, Tenaga Kesehatan, Tenaga
Pendamping, Penyuluh dan Mitra Desa Lainya.
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Pasa118

(1) Pernerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT
Desa sebagairnana pada Pasal 14 ayat (3) huruf b.

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf b
diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa

Bersangkutan; dan
b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH), Kartu. Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai,
d.an prograrn bantuan sosial Pemerintah lainya.

(3) Dalam hal keluarga penerirna manfaat. BLT sebagaimana
dimaksud pada Pasal T4 ayat (3) huruf b merupakan petani, BLT
Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS)dari Kernenterian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (I)
ditetapkan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk
bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga
penerima manfaat.

(6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

(7) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berdasarkan kelornpok pekerjaan ditetapkan dengan
peraturan kepala De38..

Pasal 19

(1) Pelaksanaan program dan/ atau kegiatan sebagaim.ana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan melalui swakelola dengan
mendayagunakan surnber daya lokal Desa.

(2) Swakeloa sebagaimana dimasukd pada ayat (1) diutamakan
menggunakan Padat Karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50%
(lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya 1'unai Desa.

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan
k:'lpa~itas masyarakat dil.alccrlcari melaui swakelola oleh Desa atau

badan kerja sama antar- De-sa.
(5) Swakclola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
pera turan perundan g-Undangan,

(6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
t.ennasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dirnaksud pada Pasal 13 ayat (3) setelah rnendapat persetujuan
Bupati.

(7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan
pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
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Pasal20

(1) Pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Desa berpedoman
pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai
kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang di danai Dana Desa diutamakan
secara swakelola dcngan menggunakan sumber dayajbahan baku
local, dan diupayakan lebin banyak menyera.p tenaga kerja dari
rr.asyarakat Desa setempat.

Pasa121

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas

penggunaan Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan

pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABV
PELAPCRAN DANADESA

Pasa122
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan

keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdri atas :
a. Tahap I berupa laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana
Desa Tahun Anggaran sebelurnnya.

b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan keluaran
Dana Desa Tahap 1.

c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan keluaran
Dana Desa Tahap II.

(3) Laporan realisas penyerapan dan keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelurnnya eebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disarnpaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun
anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi [...enyer-apa n dan keluaran Dana Desa sampai
dengan Tahap II sebagairriana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran
berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran penyerapan dan keluaran Dana
Desa setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat
menyampaikan pernutakhiran penyerapan dan keluaran Dana Desa
Kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI
Pasal 23

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
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a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan
sebagai tcrsangka;

b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan Iatau
ketidakjelasan stat.us hukum.

(2) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai. tersangka
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati
menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana.
Desa kepada Kernenterian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.

(3) Penghentian penyaluran Dana Desa oleh Kementerian Keuangan
c.q. Direktcrak. Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat
permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa oleh Kernenterian Keuangan
c.q. Direktorat .Jendera! Perirnbangan Keuangan berdasarkan surat
rekomendasi dari Kementerianj Lembaga terkait atas permasalahan
Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Dana Desa yang dihcntikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

(6) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak mendapatkan penyaluran
Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode
penghentian penyaluran Dana Desa.

(7) Penyaluran Dana Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (6)
dapat dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perirnbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan
penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

(8) Surat permohonan pcncabutan penghentian penyaluran Dana
Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (7) diterbitkan setelah
terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status
hukum tersangka, dBal atau putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(9) Pencabutan penghentian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q.
Direktorat .Jenderal Perimbangan Keuangan rnenerima surat
rekomendasi pencabatan penghentian penyaluran Dana Desa dari
Kementeriarr/Lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni
tahun angggaran berjalan.

(10) Dalam h...al surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
('I) dan atau sur-at rekornendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) diterima setclah tanggal 30 Juni tahun angggaran
bt!f'j«11(\.tl,Dana Deaa disalurkan urituk ariggaran berikutnya sepanjang
Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

Pasal24

(1) Dalam hal Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT
selarna 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020,
dikenakar.. sanksi pemotongan Dana Dcsa sebesar 50% (lima
puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada
Tahap II Tahun Angggaran 2021.
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(2) Penyaluran Dana DeS8. Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT setiap
tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat [i] dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil
musyawarah Desa khususjrnusyawarah insidentil tidak terdapat
calon keluarga penerirna marnfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria darr/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulanya.

(4) Hasil musyawarah Desa khususjmusyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
atau pejabat yang ditunjuk.

Pasa125

(1) Dalam hal Pernerintah Desa yang tidak melaksanakan BLT
selama 12 (dua betas) bulan tahun angggaran 2021 dikenakan
sanksi pemotongan Daria Desa sebesar 50% (lima persen) dati
Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun
Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan
hasil musyawarah Desa khusus /musyawarah insidentil tidak
terdapat calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi
kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusua/rnusyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Desa yang diketa ..hui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
atau pejabat yang ditunjuk.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang merigetahui, mernerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan rnenernpatkariya dalam Berita Daerah Kabupaten
Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal t9 -. t - da2t

BUPAT KONAWE,y

Diundangkan di Unaaha .
Pada tanggal: as IJ~V\l,l C\n 2021 "f
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LAMPIRAN II

PERATURANBUPATI KONAWE

NOMOR: 7
TENTP~NG
TATA CARA PEMEAGIAN DAN PENETAPANRINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA Dl KABUPATEN KONAWE
TAHVN ANGGAR\N 2021

NOMOR REKENING KAS DESA (RKD) UNTUK SETIAP DESA DI
KABUPATEN KONAVIE

NO. KECAMA

1. LAMBUYA

2. WAWOTOB

.-

3. PONDIDAHA

NOMOR
TA~ DESA REKENINGKAS

DESA (RKD)

J..AWULITI 00502010218879

I '2.ASAKJ 00502010218892

!3.AMBERI 00502010219586

4.WAWORAHA 00502010218818
-

5.TA.~GGOBU 00502010219562

6.MERAKA 00502010220692

~.WONUAHOA 00502010220451

.WATAREMA I 00502010218843
9.TETEMBOMUA 00502010218788

-

I 1.KASUJ:v1E'NUHO 00502010220333
-

2.NARIO INDAH 00502010220357
--_. ._

3.KARANDU 00502010218685
I

:§RUMBA 00502010220886

GGOTOA 00502010220503

6.ANALAHUMBUTI 00502010220515 I

7.KUKULURI 00502010220141
-

11.HONGOA 00502010220539
--

L2.MUMUNDOWU 224·02010004462
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4. S

---.-

13.AHUAWATU 22402010004400

!4.TIRAWUTA 22402010004565

224020100045285.AMBULANU
- -
6.BELATU 22402010004486

7.AMESIU 22402010004425--
8.PUUMBINISI 00502010218557

9.\VAWOLEMO 2240201000618'5

10.SULEMANDARA 22402010009927

11.LALODANGGE 122402010009988

12.V!AV"0LAH VMB UTI 22402010004504
~-

13.LALOIKA 22402010009903

~4.1..ALONGGOTOMI 22402010009941
.- -

i.5.\\lONUAMANDARA 22402010009885

16.\VONUAMONAPA 00502010237175
- -----

)7.LAHONGGUMBI I 22402010003664

-+
AMPARA

I .:
00502010218091I 1.ANDEPALI

I- =r:
2.ANDAROA 00502010218375

-
3.PUULO~O 00502010218261

--
4.ANDADOWI 00502010218144

---
5.TOTOMBE JAYA 00502010218065

6.BAO-BAO 00502010218156

7.V/AWOLIMBUE 00502010218569
-

8.BAINI 00502010218016

9.POLUA 00502010217850

10.POHARA 00502010218651

~NDCALA 00502010217929

-11Z.KONGGAMEA
-_

00502010217966

! 13.WOWA ANDAROA
._ -

2310201001602J.
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5. ABUKI 11.SAMBEANI 00502010218911

=T~.ASOLU 00502010218958

3.PJNGGA!..JUKU 00502010219975
..

4.vv·ALAY 0050201021838'7

ti.EPEEA 00502010218272

6.KUMAPO 00502010218417

7.UNAASI JAYA 00502010219011
..

8.KASUWURA INDAH 00502010236808

9.ARUBIA JAYA 00502010237001
..

10.PADANGGUNI UTAMA 00502010236811
.--

11.ANGGORO 23102010013005

C---
6. SOROPIA 1.ATOVv-ATU 00502010217206

.-
2.WAWORAHA 00502010217255

3.S0RUE JAYA 00502010217221

4.S0ROPIA 00502010217346

5.TAPULAGA 00502010217621

6.SAWAPUDO 00502010217218
-- I

7.BOKOR.! 00502010217528

8.SAPONDA 00502010217243

<J.MEICAR 00502010217309

~BAJOINDAH
-

00502010217230

G l.TELAGABIRU 00502010217292

0050201021738312.LEPPE

--+13.DA,TOI;; 00502010217370
-

14.SAPONDA LAUT 00502010217322
-

7. TO NGAUNA 1.LALONGGOWUNA 00502010219483
.- ..

2.ASAO 00502010219215

3.Al'!DEPOSANDU 00502010219160
l_.. ___
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4.MOMEA 00502010219500

- -
5.AMBEPULU 00502010219112

---- --
o.WAWORODA JAYA 00502010219549

7.SANUANGGAMO 00502010219379

8.PUUNDOMBI 00502010219604

+MBOPI 00502010219392

00502010219422i 10.:JLUAO
! 11.NAMBEABORU ~502010219470----i 12.01.0 ONUA 00502010219185

13.ANGGOHU 00502010221714
-

1~·.A.NDALAMBE 00502010237102

15.BAROWILA 00502010237084

8. LATOMA 1.AMBEKAIRIUTAMA ~0502010219203
-_.

2.AMBONIKI 00502010220606

3.PINOLE 00502010220621

I d.WAWOLATOMA 00502010220667
I-- --_. --

5.ANDOLUTO 00502010220473

6.LALO\\i'ATA 00502010220023

7.TITIOWA 00502010220035t8.ANGONGA 00502010220618
--------

~020102205419.L-\TOMAJAYA
-

10.NESOWI I 00502010220655

9. PlJRIALA 00502010218703
-

~~.SONAI 00502010217863._-. --
~3.LALONGGGATU 00502010218284

4.POANAHA 00502010217905

5.WONUA MOROME 0050:2010217990

I 6.AHUA WALl 00502010217981

! 7.V/ATUSA 00502010218660
---- .



18.PUUSANGI 00502010217887--
9.MOKALELEO 00502010217899--
10.UNGGDLlNO 00502010219732

--
11.TETE"\VATU 00502010218727

--
12.TETEHAKA 00502010230350

- ,

J3.PUUHOPA 00502010230144
-

14.LALOONAHA 00502010229592
-

15.WAWOSANGGULA 00502010230119
I

10. UEPAI 1.AMERORO 00502010217680

2.TAWAROTEBOTA 00502010011549

3.0LO-OLOHO 00502010217531
f--

~.MATAl-!OALU 00502010217553

5.LANGGOMEA ~2010217279

6.RAWUA 00502010217188

7.BARUGA 00502010219513

18.A.VlAROA I 00502010217437
9.TA.WAMELEWE 00502010217784

10.ANGGOPIU 00502010220001

11.TAMESANDI 00502010217103

12.HUMBOTO 00502010217361
1-----

13.ANGGAWO 00.502010217334
--

14.K/\'SAEDA 00502010218594

15.TANGGONDIPO 00502010217281

16.PANGGU.LAWU 00502010219033

~.PUURODA JAYA 00502010217164
.-f-- --

II. WONGGEDUKU 1.DURIAASI 00502010218171
._ _._-

I ~.LALOUSU 00502010218582



--'-'

3_V';A\VOONE 00502010217772

4.\VAWOSOLO 00502010217954
-

5.\VAV.JONGGOLE 00502010219057

I t).TETEMOTAHA 00502010217759

7.DAWI-DAWI 00502010218259
-

8.BENDEWUTA 00502010218624

9.LANGGONAWE 00502010220424

10.LALOHAO 00502010217723

1LVlUKUSAO 00502010219653
_-~---

12.TAWAROLONDO 00502010237187

13.POLANDANGI I 00502010219148
114.ANGGORO 22402010002544

-----
12. BESULUTU l.LAWONUA 00502010221039

2.AMOSILU 00502010219381

3,LALOUMERA 00502010219689
-

4.ASUl'IDE 00502010219227
-

~.UL'JPOHARA I 00502010218867
I-- + .-
6.LABELA 00502010219008

i 'l.RANOMOLUA 22402010002661
- -r --

8.SILEA 00502010219124

9_0NEMBUTE 00502010219082
-

lO.ANDOMESINGGO 00502010219628
---_-

11.PUULOWARU 00502010219495

t.~,~UUNt)Ot40 00502010237047

13.PUNGGALUKU 00502010230302

14.WAWORAHA 23102010013961

I 15.LALOWULO I 00502010048381



t . -.

13. BONDOALA ~EBUNOOHA 00502010218341

00502010218821
~2 LhLONGGALUKU

DIOLO 00502010218636

4.PEBUNOOHA DALAM 00502010218830
-

5.RUMBJA 00502010220758

6.RAMBU KONGGA 00502010236584
.- _-

7.LAOSU JAYA 00502010236596
.-

S.LALONGGALUKU 00502010237059
'!'IMUR

14. ROUTA 1.TlRAWONUA 00502010220150

2.WALANDAWE 00502010220126
--t3,PUVWIWlRANO 00502010220401

4.TANGGOLA 00502010221313
-

5.LALOMERUI 00502010219963

6.PARUDONGKA 00502010222021
-

:
1

15. ANGGABERI 11.LEREHO~1A 23102010011306

~2.WUNDUONGOHI 23102010015661

16. MELUH~.WOERAHI 00502010220709

2.LAMELAI 00502010221091
Ir---+~HU 00502010220114

4.TUDAMEASO 00502010220711

~ROWIU 00502010220862

16.AHULOA 00502010219318
I
I --
17.SAMBASULE 00502010220630

18.LALOPISI 21702010011221
.-
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17. AMONGGEDO 1.!J~AHINUNU

2.ULUSENUA
-
3.PUASANA
I

-
14. W A.TULAWU

I S.LALONONA
--t

b.AMONOGEDO

7.DUNGGUA
--r-'_

8.SENUA

9.MATABURA

110.'NAWOHINE

I-
__+~l.MENDIKONU

12.f'.MENDETE

13.MATAIWOI
--

14.LALOMBONDA

11.NEKUDU18. ASINUA

2.LASADA
--f-

3.ASINUA JAYA._ -----
4.ANGOHI

S.AWUA JAYA

J.AWUA _SARI
I
7.ASIPAKO

- -_ ~.

19. KONAWE 1.SANGGONA

2.UELAWU
-

3.MOl(O~NU
1--'

4.UETE

5.HUDOA
-

6.WONUA MBAE

00502010222585

00502010221246

I 00502010221270
22402010006020

00502010221945

00502010221015
---------1
00502010222080

00502010218995

22402010006045·

00502010221519

00502010222652

00502010222044
--~---------~

00502010219950

00502010230387

~ 00502010219719

00502010218961

00502010221167

00502010219793

00502010236997

00502010236973
--+-----------'1

005020]0236985

00502010219173

00502010218806

00502010219197

P0502-;:;10220061

00502010219330

00502010236Q51
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I'7.ASONIWO'VO 00502010230171

8.PUUWONUA 23102010015968

1-.

20. KAPOIALA 1.LALIMBUE JAYA 00502010220851

2.LABOTOY 100502010220527

3.MUARA SAMPARA 00502010220849

4.SAMBARAASI 00502010220825
f-

5.LAMENDORA 00502010220837
-

6.Tf"\.NI INDAH 00502010220898

7.PEREOA 00502010220874
.-

8.ULU LALIMBUE 00502010220904
.- -

1 9.~A.LIMBUE 00502010220916

~"fOMBAWATU 00102011931810

111.~ALON~GOMBUNO 00102011931835
._ _ .

12.KAPOIALA BARU 00102011931801

J.3.LABOTOYJAYA 00102010001231._
._

2l. LALONGGASUMEETO I ~.TOLl-TOLl 00502010217451

12.NIITANASA
--

00502010217400

3.RAPAMBINOPAKA 00502010217413

4.LALOMBONDA 00502010217462

5.PUUWONUA 00502010220382
-

c.BUMIINDAH 00.502010217498

7.LALONGGASUMEETO 00502010217486

18.T?OLAWAWO 00502010217474

19.WAWOBUNGI 00502010217449

2310201001394710.BATUGONG

~ ..WATUNGGARANDU 00502010217425
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~RIMULYA22. ONEMBUTE

00502010218571

12.NAPOOS~
00502010218405

3.3J.LEA 00502010218314
-

4.ULUMERAKA 00502010218481
--

5.MATAIVJOI 00502010242650

6.KUMAPO 00502010220369
,_..

'7.KASUMEIA 005020J.0218442
-

8.ULD ONEMBUTE 00502010231343

9.TAWAPANDERE I 00502010236638
10.ANGGALOOSI 00502010015324

Il1.ANA ONEMBUTE 00502010017084

-

23. PADANGGUNI ~.ATODOPI I 00502010219707
-

2.MATAHORI 0218399

3.SAMBAOSU 00502010218454
._ _ .

4.MATANGGORAI 00502010219136

15.ALOSlKA
:

00502010219941

!6.MEKAR JAYA 00502010236790

005020102182107.LANGGEA

t8.ALElIT: 00502010218119

19.GARUDA_ 00502010236894

10.PADANGGUNI 00502010218223

11.PADANG MEKAR 00502010218247

I

24. MOROS! 1.MENDIKONU 00502010220977

2.WONUA MORINI 00502010218791

3.BESU 00502010220940

14.PAKlJ 00502010218326

I S.PUURUi
1--. --
0050201021S715
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EOROSI 10

+?.:TANGGOBU 0

8.PAKU JAYA 0

9.TONDOWATU 0

10.PORARA 0_

I
I

25. ANGGALOMOA~E 1.ANGGA.LOMOARE 0
r

2.LASOSO 0
-

3.LAKOMEA 0
-

j4.ABSLlSAWAH 0

05.GALU
1---.

~TABANGGELE 0

17.PUUSANGI 0

___j_8.ANDOBEU JAYA 0

!9.ANGGALOMOARE JAYA 0

~\JSAWAH JAYA 0
-------

26. WONGGEDUKlJ 1.WONGGEDUKU
10BARAT

'2.PlJDAY 0

3.VlATURAY 0

4.TOBIMEITA 0

5.Kl\SUKIA 0
I

0:tlBARUGA
TETEONA 0
------

G·AMBUUWIU 0

9.LlNONGGASAI 0

~lO.LAMBANGI 0_

JOI 11. LAH_OTUTU

0502010218132

050201021869'1

0502010218764

0502010219367

0502010237231

0502010218028

0502010218909

0502010218431.

0502010218235

0502010218739

0502010218004

0502010217931

0502010001726

0502010001741

0502010048445

0502010217838

0502010217875

0502010218934

0502010219537

0502010217735

0502010218601

0502010218429
-----

0502010218855

0502010217796

0502010219069

0502010219151
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12.LAr,,10KUNI 00502010219409

13.RANOTUNDOBU 21702010039964
- ,I 14.ANGGADOLA 22402010002428

_j_~5.TETKWONUA 22402010009666
-

BUPAT KONAWE,t
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